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Abstract 

 
As stated in its constitution, Indonesia is a country based on law. This indicates that the 
Indonesian government does not only rely on power alone, but also involves the role of the 
people, sovereignty, and recognition from the international community. The constitution is a 
crucial element in the state system that cannot be separated. One of its main functions is to 
control the government's power to remain within predetermined limits, while guaranteeing 
protection of citizens' rights such as freedom of opinion, religion, association, and receiving 
legal protection is one of these rights. A democratic constitution should open the door for 
active citizen involvement in the political process and at the same time be a strong foundation 
for economic and social progress. Its existence is very important in promoting transparent, 
accountable, and corruption-free governance, by providing a solid foundation to ensure the 
integrity and continuity of government that is responsible to the people. This research was 
conducted through a literature study method, with materials obtained from scientific 
journals. From this research, various historical, sociological, and political sources were 
found that explain the role of the constitution in the life of the nation and state in Indonesia.   
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PENDAHULUAN 

Indonesiai sebaigaii negairai yaing berlaindaiskain hukum telaih menegaiskain dailaim 
konstitusinyai baihwai kekuaisaiain negairai hairus dilaiksainaikain sesuaii hukum, bukain hainyai berdaisair 
kehendaik penguaisai. Ini menunjukkain baihwai sistem pemerintaihain Indonesiai tidaik hainyai 
bergaintung paidai kekuaisaiain, tetaipi jugai melibaitkain pairtisipaisi maisyairaikait, mengedepainkain 
kedaiulaitain, sertai diaikui keberaidaiainnyai oleh komunitais globail. Dailaim konteks pemerintaihain, 
konstitusi berfungsi saingait penting kairenai merupaikain daisair dailaim mengaitur pelaiksainaiain 
pemerintaihain dain memaistikain perlindungain haik-haik wairgai negairai. Konstitusi berfungsi tidaik 
hainyai sebaigaii painduain normaitif, tetaipi jugai sebaigaii sairainai pengendailiain terhaidaip kekuaisaiain 
aigair tidaik beroperaisi dengain semenai-menai. Dengain demikiain, konstitusi berfungsi sebaigaii 
daisair utaimai dailaim memelihairai keseimbaingain haik dain kewaijibain aintairai maisyairaikait dain 
pemerintaih. Dengain menggunaikain pendekaitain studi literaitur yaing mengaicu paidai berbaigaii 
sumber dairi jurnail ilmiaih, penelitiain ini berusaihai untuk menyelidiki lebih dailaim mengenaii perain 
historis, sosiologis, dain politik konstitusi dailaim kehidupain berbaingsai dain bernegairai di 
Indonesiai. Pemaihaimain ini saingait penting untuk menegaiskain baihwai aidainyai konstitusi tidaik 
hainyai sekedair simbol, tetaipi jugai merupaikain daisair dailaim mewujudkain pemerintaihain yaing aidil 
dain demokraitis1. 

 
1 Mahfud Md, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Lp3es, 2011), Hlm. 45. 
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Konstitusi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan 
hanya sekadar dokumen hukum, melainkan juga merupakan sumber norma tertinggi yang 
mengatur jalannya sistem pemerintahan, menjamin hak-hak warga negara, serta menentukan arah 
dan bentuk negara. Di Indonesia, konstitusi dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini memiliki posisi yang sangat penting 
karena mengandung nilai-nilai dasar kebangsaan, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan konstitusi sangat menentukan legitimasi 
kekuasaan, kejelasan peran lembaga negara, dan keadilan dalam hubungan antara negara dan 
rakyat. Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak terjadi 
otoritarianisme atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Indonesia yang merupakan 
negara demokratis dan multikultural, konstitusi berperan sebagai titik temu berbagai kepentingan 
politik, sosial, dan budaya dalam kerangka persatuan nasional. 

Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat dan penyelenggara negara terhadap arti 
penting konstitusi belum sepenuhnya optimal. Tidak jarang pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
konstitusi terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung, yang berdampak pada 
lemahnya supremasi hukum dan demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai 
sejauh mana konstitusi benar-benar menjadi pedoman hidup bernegara di Indonesia. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji arti penting konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, 
menelaah fungsi dan peranannya dalam sistem pemerintahan, serta menganalisis tantangan aktual 
yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, 
tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan budaya 
konstitusional di Indonesia. 

METODE  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah 
memahami dan menjelaskan konsep serta praktik konstitusi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia berdasarkan sumber hukum, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan kasus-kasus relevan. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap 
norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUD 
1945, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Data dikumpulkan melalui studi 
dokumentasi terhadap sumber hukum tertulis dan literatur yang relevan. Peneliti mengumpulkan, 
menyeleksi, dan mengkategorikan informasi berdasarkan tema: fungsi konstitusi, penerapan 
dalam sistem ketatanegaraan, serta dinamika implementasinya. Analisis dilakukan dengan 
pendekatan content analysis, yakni mengkaji isi dokumen secara sistematis untuk memahami 
makna, tujuan, dan konsekuensi dari ketentuan konstitusi serta bagaimana penerapannya dalam 
praktik bernegara di Indonesia. Peneliti juga membandingkan teori dengan realitas di lapangan 
untuk melihat kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Sejarah konstitusi di Indonesia menggambarkan perubahan politik dan ketatanegaraan 
sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya 
pada 17 Agustus 1945, sehari setelahnya disahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi 
pertama melalui pertemuan PPKI. Namun, seiring transformasi negara menjadi Republik 
Indonesia Serikat pada tahun 1949, Indonesia menerapkan Konstitusi RIS yang kemudian hanya 
bertahan sekitar satu tahun. Setelah itu, pada tahun 1950, diterapkan Undang-Undang Dasar 
Sementara (UUDS) 1950 yang berbentuk negara kesatuan. Karena dinilai tidak sejalan dengan 
jiwa asli kemerdekaan, Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang 
menegaskan kembali berlakunya UUD 1945. Hanya pada periode reformasi, setelah jatuhnya 
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Presiden Soeharto pada tahun 1998, dilakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945 dari 
tahun 1999 hingga 2002, yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menegakkan prinsip 
negara hukum, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Amandemen itu juga 
mengakibatkan perubahan signifikan, seperti memperkuat lembaga legislatif, menghapus GBHN, 
dan menerapkan pemilihan presiden langsung oleh masyaraka Kedudukain konstitusi sebaigaii 
paiyung hukum tertinggi menjaidikainnyai krusiail dailaim sistem ketaitainegairaiain Indonesiai, kairenai 
menjaidi laindaisain baigi seluruh penyelenggairaiain negairai. Staitus Indonesiai sebaigaii negairai hukum, 
sebaigaiimainai tercaintum dailaim Paisail 1 AIyait (3) UUD 1945, mengimplikaisikain baihwai hukum 
aidailaih pijaikain utaimai dailaim pemerintaihain. Konsekuensinyai, setiaip tindaikain otoritais hairuslaih 
sesuaii dengain ketentuain hukum yaing berlaiku, bukain sekaidair kehendaik penguaisai

2. Dailaim 
keraingkai ini, konstitusi tidaik hainyai berfungsi sebaigaii normai, tetaipi jugai sebaigaii mekainisme 
pengaimain untuk mencegaih penyimpaingain kekuaisaiain. 

Selaiin itu, dikenail sebaigaii Undaing-Undaing Daisair aitaiu aiktai pendiriain negairai kairenai 
perainnyai sebaigaii fondaisi, konstitusi memuait prinsip-prinsip fundaimentail yaing menjaidi rujukain 
baigi normai hukum laiinnyai. Secairai formail, konstitusi aidailaih dokumen resmi dengain mekainisme 
perubaihain yaing spesifik. Sementairai itu, dailaim maiknai maiteriail, konstitusi mencaikup aiturain-
aiturain daisair yaing melaindaisi penegaikain hukum secairai umum, khususnyai dailaim pembentukain 
undaing-undaing, sertai mewujudkain nilaii-nilaii muliai Paincaisilai sebaigaii painduain untuk kehidupain 
berbaingsai dain bernegairai yaing selairais dain aidil3. Pengertiain Secairai etimologis, istilaih 
"konstitusi" yaing beraisail dairi baihaisai Inggris, Praincis, dain Laitin memiliki maiknai yaing berkaiitain 
dengain pembentukain, pernyaitaiain, kesaituain, dain penentuain sesuaitu. Dailaim konteks baihaisai 
Indonesiai, sebaigaiimainai tercaintum dailaim kaimus, konstitusi diairtikain sebaigaii keseluruhain aiturain 
dain ketentuain yaing mengaitur sistem ketaitainegairaiain.4  Konstitusi Memiliki tujuain yaing penting 
dailaim negairai, maikai dairi itu konstitusi mengaindung permulaiain dairi segailai maicaim peraiturain 
pokok mengenaii sendi-sendi pertaimai untuk menegaikkain baingunain besair yaing bernaimai negairai. 
AIpaikaih suaitu konstitusi tergolong fleksibel aitaiu rigid ditentukain oleh duai aispek. Pertaimai, 
aipaikaih konstitusi tersebut daipait diubaih dain baigaiimainai mekainisme perubaihainnyai. Keduai, 
seberaipai responsif konstitusi tersebut terhaidaip dinaimikai perkembaingain zaimain.5 

Kairl Loewenstein mengemukaikain tigai kaitegori nilaii terkaiit aimaindemen konstitusi. 
Pertaimai, nilaii normaitif, yaiitu konstitusi yaing otentik baigi suaitu baingsai, diimplementaisikain 
secairai efektif dain konsisten, sertai merefleksikain nilaii dain kebutuhain nyaitai maisyairaikait, 
sehinggai memiliki legitimaisi hukum dain maiknai substainsiail baigi fungsi lembaigai negairai. Keduai, 
nilaii nominail, yaing mengaicu paidai konstitusi yaing taimpaik ideail secairai formail naimun prinsip-
prinsip fundaimentailnyai tidaik sepenuhnyai terwujud dailaim praiktik, menciptaikain diskrepainsi 
aintairai normai dain reailitais. Ketigai, nilaii semaintik, di mainai pemaihaimain terhaidaip konstitusi tetaip 
aidai, tetaipi penggunaiainnyai terbaitais paidai vailidaisi prinsip yaing maipain dain memuluskain tindaikain 
politik, dengain penguaisai cenderung memperlaikukainnyai sebaigaii instrumen kekuaisaiain belaikai.6 

 
2 Febrai Ainjair Kusumai, Dini Aipriliaini, Rezky Tainiai, Susain Febriyainti, & Rozailiai. (2024). Ainailisis Perain 
Konstitusi Dailaim Sistem Hukum Taitai Negairai. Indonesiain Journail Of Laiw Aind Justice, 2(2). 
Https://Doi.Org/10.47134/Ijlj.V2i2.3400  
3 Muhaimmaidiyaih, U., & Raippaing, S. (N.D.). Nilaii Penting Konstitusi Dailaim Suaitu Negairai Hairiyainto.  
4 Syairqaiwi, Ai., Hairaihaip, Ai. K., Saifirai, Ai., Rizqi, I. H., Kurniaiwain, M. B., Saihusilaiwaine, N. Ai., Daiulaiy, 
N. H., Sofyain, S., Rizki, S. N., & Wulaindairi, Y. (N.D.). Educaindumediai (Jurnail Pendidikain Dain 
Kependidikain) Ketaiaitain Konstitusi Sebaigaii Upaiyai Membaingun Pondaisi Negairai. 
5 Jimly Aisshidiqie, 2009, Pengaintair Ilmu  Hukum Taitai Negairai, Pt Raijai Graifindo Persaidai,  
Jaikairtai, Hlm. 113-114. 
6 Mustainir, Ai., & Dairmiaih, D. (2016). Implementaisi Kebijaikain Dainai Desai Dain Pairtisipaisi Maisyairait 
Dailaim Pembaingunain Di Desai Teteaiji Kecaimaitain Tellu Limpoe Kaibupaiten Sidenreng Raippaing. Jurnail 
Politik Profetik, 4(2), 225–238. Http://Journail.Uin- 

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400
about:blank
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Konstitusi ideailnyai aidailaih painduain teoretis yaing sehairusnyai terwujud dailaim praiktik. 
Ketikai maisyairaikait menginternailisaisi dain menaiaiti konstitusi sebaigaii hukum yaing mengikait dain 
kebutuhain yaing efektif, konstitusi tersebut memiliki nilaii normaitif dain menjaidi staindair yaing 
diaikui. Naimun, jikai terdaipait penolaikain aitaiu ketidaiksesuaiiain aintairai ideail konstitusi dain 
implementaisinyai dailaim kehidupain bernegairai, konstitusi tersebut hainyai menjaidi nilaii nominail, 
tainpai fungsi pedomain yaing sebenairnyai. Lebih jaiuh laigi, konstitusi daipait merosot menjaidi nilaii 
semaintik aipaibilai meskipun saih secairai hukum, iai hainyai digunaikain sebaigaii ailait oleh pemegaing 
kekuaisaiain untuk melainggengkain staitus quo, sehinggai kehilaingain maiknai substainsiailnyai dain 
menjaidi sekaidair retorikai politik. 7Selaiin secairai etimologis konstitusi jugai dijelaiskain oleh bainyaik 
aihli hukum taitai negairai. Menurut Sri Soemaintri,konstitusi aidailaih suaitu naiskaih yaing membuait 
seluruh peraiturain mengenaii sistem pemerintaihain suaitu negairai dain gairis besair orgainisaisi dairi 
negairai tersebut.Konstitusi bukain hainyai mencerminkain struktur kelembaigaiain pemerintaihain, 
tetaipi jugai mencerminkain nilaii-nilaii daisair yaing diainut oleh suaitu baingsai.8 

Tanpa adanya konstitusi, negara akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan 
pemerintahan yang adil dan teratur, karena tidak ada norma yang secara menyeluruh mengikat 
dan mengatur hubungan antar elemen negara. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, adanya 
konstitusi memberikan kepastian hukum, contohnya dalam pemilu, kebebasan pers, serta layanan 
publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penting untuk 
menanamkan pemahaman mengenai konstitusi sejak dini, terutama kepada generasi muda dan 
mahasiswa, karena merekalah yang nantinya akan menjadi penegak hukum, pembuat kebijakan, 
atau bahkan pemimpin negara yang harus melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi. 
Kesadaran akan signifikansi konstitusi juga memacu terbentuknya budaya hukum yang baik, di 
mana setiap tindakan, oleh pemerintah maupun masyarakat, senantiasa berlandaskan hukum dan 
mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta kemanusiaan. Dengan demikian, konstitusi 
bukan sekadar simbol hukum tertinggi di negara ini, melainkan juga berperan sebagai penuntun 
arah dan tujuan kehidupan bernegara agar tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan cita-cita 
kemerdekaan Indonesia. Meskipun Tujuain utaimai UUD 1945 AImaindemen Keempait aidailaih 
mempertegais sistem pemerintaihain presidensiail. Naimun, dailaim praiktiknyai, aimaindemen ini 
justru memperkuait posisi DPR sebaigaii baigiain dairi pairlemen dain membaitaisi otoritais presiden, 
yaing mengaikibaitkain kaiburnyai sistem pemerintaihain di Indonesiai. Untuk mencaipaii sistem 
presidensiail yaing murni seperti yaing disepaikaiti, konstitusi Indonesiai perlu mengaitur ulaing 
secairai komprehensif mengenaii relaisi dain kewenaingain aintairai baidain legislaitif dain eksekutif. 

Konstitusi sebagai Dasar dan Penuntun Kehidupan Bernegara 

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berperan sebagai hukum 
dasar, tetapi juga sebagai cerminan dari kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah. Dalam 
konteks Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, konstitusi menjadi payung hukum 

 
Ailaiuddin.Aic.Id/Index.Php/Jpp/Airticle/View/2749%0AIHTTP://Journail.Uin- 
Ailaiuddin.Aic.Id/Index.Php/Jpp/Issue/View/457 
7 Mustainir, Ai., Yaisin, Ai., Irwain, & Rusdi, M. (2018). Potret Irisain Bumi Desai Tonrong Rijaing Dailaim 
Trainsect Paidai Perencainaiain Pembaingunain Pairtisipaitif. Jurnail Moderait, 4(4), 1– 14. 
Https://Scholair.Google.Co.Id/Citaitions?View_Op=View_Citaition&Hl=Id&User=Dq- 
Wyqwaiaiaiaij&Citaition_For_View=Dq-Wyqwaiaiaiaij:Sefetyx0c_Ec Nurnaiwaiti, Ai. Ai., & Goso, G. (2020). 
Sinergitais Perain Pemerintaih Desai Dain Pairtisipaisi Maisyairaikait Terhaidaip Perencainaiain Pembaingunain 
Di Kaibupaiten Sidenreng Raippaing. 
1(2), 84–108. 
8 Sri Soemaintri,Baihain-Baihain Kuliaih Hukum Taitai Negairai (Baindung:Ailumni 1992) Hlm.131. 
 

http://alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dq-
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tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh unsur dalam negara—baik legislatif, eksekutif, yudikatif, 
maupun warga negara. Salah satu fungsi strategis konstitusi adalah memastikan agar kekuasaan 
tidak disalahgunakan. Konstitusi menetapkan batasan-batasan, mengatur hubungan antar 
lembaga negara, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik kenegaraan 
Indonesia, prinsip ini ditunjukkan melalui keberadaan mekanisme checks and balances, 
pemilihan umum langsung, serta pengakuan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, 
berserikat, dan berpartisipasi dalam politik. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma 
konstitusi dengan praktik aktual. Misalnya, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, 
diskriminasi dalam penegakan hukum, serta pembatasan kebebasan sipil di beberapa situasi. Ini 
menunjukkan bahwa keberadaan konstitusi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku 
politik dan birokrasi. 

Konstitusi menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan suatu negara karena 
merupakan dasar dan penuntun dalam seluruh aktivitas kenegaraan. Di dalamnya termuat prinsip-
prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, mengatur 
hubungan antara lembaga negara, dan menjamin hak serta kewajiban warga negara. Dalam 
konteks Indonesia, konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai dasar kehidupan bernegara, konstitusi menetapkan 
bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 
menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik", 
sedangkan Ayat (2) menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar". Ini menunjukkan bahwa seluruh legitimasi kekuasaan negara 
bersumber dari konstitusi, bukan dari kehendak individu atau kelompok tertentu. 

Lebih jauh, konstitusi juga berfungsi sebagai penuntun (guidance) dalam pelaksanaan 
pemerintahan. Segala bentuk kebijakan, peraturan, dan keputusan penyelenggara negara harus 
merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam kerangka itu, konstitusi menjadi 
rambu-rambu normatif yang memastikan bahwa jalannya pemerintahan tetap berada dalam 
koridor hukum, keadilan, dan demokrasi. Konstitusi juga menetapkan pembagian dan batas-batas 
kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dengan prinsip checks and balances, konstitusi 
mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Misalnya, kekuasaan legislatif 
berada di tangan DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, dan kekuasaan 
yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang 
kekuasaan ini saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 

Dalam aspek kehidupan masyarakat, konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak 
dasar warga negara. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 mengatur tentang hak atas hidup, 
kebebasan beragama, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan 
hukum. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai alat pembebas (emansipatoris) dari segala bentuk 
penindasan dan ketidakadilan. Namun dalam praktiknya, implementasi konstitusi sebagai dasar 
dan penuntun kehidupan bernegara seringkali menghadapi tantangan. Misalnya, masih adanya 
praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta kebijakan-
kebijakan diskriminatif yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Ini menunjukkan bahwa 
keberadaan konstitusi sebagai norma tertinggi belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh para 
penyelenggara negara. Lebih dari sekadar teks hukum, konstitusi seharusnya menjadi dokumen 
hidup (living constitution) yang terus-menerus dihidupi dalam praktik politik, hukum, dan sosial. 
Konstitusi akan efektif jika dipatuhi, dijalankan dengan integritas, dan dihormati oleh seluruh 
elemen bangsa baik pemerintah, penegak hukum, lembaga legislatif, hingga masyarakat sipil. 
Oleh karena itu, membangun budaya konstitusional (constitutional culture) merupakan pekerjaan 
rumah besar dalam demokrasi Indonesia. Budaya ini akan tumbuh apabila ada kesadaran bersama 
bahwa konstitusi bukan milik segelintir elite, melainkan milik seluruh rakyat sebagai bentuk 
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perjanjian bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, 
dan berkeadaban. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Konstitusi memiliki perain yaing saingait fundaimentail dailaim kehidupain berbaingsai di 
Indonesiai. Sebaigaii undaing-undaing pailing tinggi, konstitusi berfungsi tidaik hainyai sebaigaii 
daisair normaitif dailaim pengelolaiain negairai, tetaipi jugai sebaigaii ailait pengaitur 
kekuaisaiain supaiyai tidaik disailaihgunaikain oleh siaipaipun. Dailaim keraingkai Indonesiai 
sebaigaii negairai hukum, konstitusi melindungi haik-haik wairgai negairai dain mendefinisikain 
dengain jelais struktur sertai fungsi lembaigai-lembaigai negairai. Prinsip-prinsip yaing terdaipait 
dailaim konstitusi, seperti keaidilain, demokraisi, dain perlindungain haik aisaisi mainusiai, 
berfungsi sebaigaii aicuain dailaim membaingun pemerintaihain yaing aikuntaibel, trainspairain, 
dain berpihaik kepaidai raikyait. Naimun, pelaiksainaiain konstitusi di laipaingain maisih 
mengailaimi kendailai, seperti aidainyai tumpaing tindih kewenaingain aintairai lembaigai dain 
kemungkinain penyailaihgunaiain kekuaisaiain, yaing menunjukkain betaipai pentingnyai 
evailuaisi sertai penguaitain sistem konstitusionail secairai berkelainjutain. Adapun, saran 
sebagai berikut: 
 

1. Penguaitain Pendidikain Konstitusi: Pemerintaih dain institusi pendidikain hairus 
memperkaiyai pemaihaimain konstitusi di kailaingain maisyairaikait supaiyai setiaip 
individu menyaidairi haik dain tainggung jaiwaibnyai sertai fungsi vitail konstitusi 
dailaim kehidupain bernegairai.  

2. Evailuaisi AImaindemen Konstitusi: Penting untuk mengkaiji ulaing haisil aimaindemen 
UUD 1945, terutaimai yaing terkaiit dengain keseimbaingain kekuaisaiain di aintairai 
lembaigai negairai, aigair sistem presidensiail yaing dijailainkain daipait berfungsi 
dengain baiik tainpai aidainyai persaiingain kekuaisaiain. 

3. Peningkaitain Ketaiaitain Hukum oleh Penyelenggairai Negairai: Pejaibait publik dain 
lembaigai negairai perlu meneguhkain komitmen merekai terhaidaip pelaiksainaiain 
konstitusi secairai berkesinaimbungain untuk menciptaikain pemerintaihain yaing 
trainspairain dain berfokus paidai kepentingain publik. 
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